
JURNAL PEMANDHU               E-ISSN : 2775-0396                         Vol 7, No 1 (2026) 
 

94 
 

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK (MELALUI APLIKASI TANGERANG LIVE) 
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  

DI KOTA TANGERANG  
 
 

Indri Astuti1, Hasnah Aziz 2, Edi Mulyadi 3    
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118   

Email :1 Indriast01@gmail.com 
Email :2 haziz@unis.ac.id 
Email :3 emulyadi@unis.ac.id 

 
 

Abstrak 
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Tangerang LIVE dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di Kota Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan 
Pemerintah Kota Tangerang dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) dan pengguna aplikasi. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas, legalitas, 
dan legitimasi implementasi kebijakan SPBE, serta mengidentifikasi kendala dan 
merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi 
partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE telah berkontribusi terhadap peningkatan 
aksesibilitas dan efisiensi layanan publik, namun masih terdapat kendala pada aspek 
regulasi, literasi digital, infrastruktur, dan sinergi antar lembaga. Dari aspek yuridis, 
penerapan SPBE belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum administrasi 
negara dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan data pribadi. Rekomendasi utama 
dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi regulasi internal, peningkatan kapasitas 
SDM, penguatan keamanan data, serta strategi partisipatif untuk mendorong keterlibatan 
publik secara inklusif dalam pemanfaatan layanan digital pemerintah.  
 
Kata Kunci: SPBE, e-Government, pelayanan publik, aplikasi Tangerang LIVE, kebijakan 

publik, analisis yuridis. 

 

Abstract  
This research analyzes the implementation of Electronic-Based Government Systems (SPBE) policy 
through the Tangerang LIVE application in improving the quality of public services in Tangerang 
City. Conducted within the Tangerang City Government environment, the study involved various 
Regional Apparatus Organizations and application users. The objective was to evaluate the 
effectiveness, legality, and legitimacy of SPBE implementation while identifying challenges and 
formulating policy recommendations. The research employed a qualitative method, collecting data 
through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal 
that the Tangerang LIVE application has enhanced public service accessibility and efficiency, yet 
faces challenges in regulatory compliance, digital literacy, infrastructure, and inter-agency 
coordination. Legally, the implementation has not fully aligned with the principles of state 
administrative law nor ensured adequate protection of personal data. Key recommendations include 
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regulatory harmonization, capacity building, data security enhancement, and participatory 
strategies to foster inclusive public engagement with digital government services.  
 
Keywords: SPBE, e-Government, public service, Tangerang LIVE app, public policy, juridical 

analysis. 
 

A. Pendahuluan 

1. Latar belakang 

      Penerapan SPBE merupakan komponen penting dalam transformasi tata kelola, 

di mana proses, prosedur, dan sistem kerja menjadi lebih efektif, jelas, efisien, dan 

dapat diukur. Pemerintah memahami bahwa SPBE mempunyai peran krusial 

dalammendukung   seluruh sektor pembangunan. Agar mendorong penerapan 

SPBE, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di setiap 

sektor yang mewajibkan penyelenggaraan sistem informasi. Dalam kerangka 

otonomi daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai institusi Daerah, yang 

diperbarui oleh UU Nomor 9 Tahun 2015, mengatur wewenang antara institusi 

pusat dan institusi daerah pada manajemen e-government.  

         Saat ini, pemerintah daerah, kementrian, dan lembaga sedang menjalankan 

SPBE dengan mandiri sejalan dengan kemampuan masing-masing, dengan 

kemajuan yang berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia. Sejak decade 1990-an, 

berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Kanada, Australia, Amerika Serikat, 

Inggris, Selandia Baru serta berbagai negara Asia yakni Singapura dan Jepang, telah 

menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan 

(Herdiansyah, 2013). Indonesia telah mulai mengimplementasikan teknologi 

informasi dalam pemerintahan dengan menerbitkan perintah Presiden Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Strategi dan Kebijakan Tingkat Nasional 

guna penyempurnaan E- Government. Instruksi ini bertujuan guna memperkuat 

pelaksanaan pemerintahan yang engandalkan elektronik guna mengoptimalkan 

mutu jasa umum dengan cara yang optimal dan efektif. (BAPPENAS, 2009).  

Beberapa lembaga pusat dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan 

SPBE guna mengoptimalkan optimalisasi dan keberhasilan pada pelaksanaan 

pemerintahan. Meskipun demikian, capaian pengembangan SPBE dan tingkat 

kematangannya masih bervariasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Rataan skor indeks SPBE pada tahun 2020 menunjukkan bahwa instansi 

pemerintah pusat memperoleh skor 2,90, padahal pemerintah daerah hanya 

mendapatkan nilai 2,14. Data ini menunjukkan bahwa kematangan penerapan 

SPBE, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih belum memadai. Oleh karena 

itu, diperlukan peningkatan dalam penerapan SPBE di semua bidang, khususnya 

dalam hal kolaborasi dan integrasi antara instansi pusat dan daerah. Peningkatan 

ini membutuhkan Arsitektur SPBE, yakni landasan utama yang dimanfaatkan guna 

menggambarkan keterpaduan antara proses bisnis, data dan informasi, layanan 

SPBE, aplikasi, infrastruktur, serta aspek keamanan SPBE guna mewujudkan 

layanan pemerintahan yang saling terhubung. 
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Sehubungan dengan hal ini, pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang “Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional”. Institusi negara dan institusi daerah 

diharapkan Guna menyediakan layanan umum yang maksimal dan ketentuan 

yang akurat ketika menanggapi permasalahan secara cepat, melalui pengelolaan 

layanan pemerintahan berbasis elektronik, sehingga tercipta kedaulatan dan 

kemandirian dalam layanan digital institusi negara. 

         Beberapa fenomena hukum yang terjadi dalam implementasi SPBE melalui 

aplikasi Tangerang LIVE diantaranya adalah: 

a. Meskipun aplikasi Tangerang LIVE dirancang untuk mendukung sistem 

pemerintahan berbasis elektronik, namun implementasinya belum sepenuhnya 

sejalan dengan peraturan yang berlaku. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang, 

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, belum diadopsi secara 

komprehensif dalam kebijakan operasional aplikasi ini. Ketidakjelasan atau 

ketidaklengkapan regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum dalam penggunaan aplikasi ini menjadi kendala yang 

signifikan. 

b.   Aplikasi Tangerang LIVE mengumpulkan dan mengolah data pribadi pengguna 

dalam jumlah besar. Kendala hukum yang muncul mengenai perlindungan 

informasi pribadi ini termasuk pada konteks UU No. 27 Tahun 2022 tentang, 

“Perlindungan Data Pribadi”. Potensi pelanggaran hak privasi warga akibat 

pengelolaan data yang tidak tepat, serta risiko keamanan siber, menjadi 

tantangan hukum yang perlu diatasi. Pemerintah dan pemerintah daerah harus 

memastikan bahwa semua prosedur penanganan data dalam aplikasi ini sesuai 

dengan standar hukum yang berlaku. 

c. Meskipun aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam 

layanan publik, akan timbul potensi masalah jika mekanisme pelaporan, 

pengawasan, atau audit terhadap aplikasi ini tidak dilaksanakan secara efektif. 

Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum terkait akuntabilitas pemerintah 

dalam menjalankan fungsi publik yang diamanatkan undang-undang. 

d. Hambatan lainnya yaitu resistensi dari birokrasi yang enggan beradaptasi 

dengan perubahan teknologi atau kurangnya pemahaman hukum di kalangan 

ASN. Perbedaan interpretasi hukum antara pembuat kebijakan dan pelaksana di 

lapangan bisa menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan, yang 

pada akhirnya berdampak pada efektivitas aplikasi. 

e. Implementasi Penyelenggaraan SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE 

memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai organisasi perangkat daerah. 

Bila tidak ada harmonisasi regulasi antar-lembaga atau jika ada tumpang tindih 

kewenangan. Kurangnya kerjasama antar instansi bisa menyebabkan masalah 

hukum dalam penegakan kebijakan SPBE, yang berdampak pada efektivitas 

aplikasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. 
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Selain fenomena hukum dan regulasi, terdapat beberapa fenomena lain yang 

dihadapi dalam implementasi SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE untuk 

meningkatkan pelayanan publik di Kota Tangerang: 

2. Perumusan masalah, 

a. Bagaimana Implementasi Kebijakan SPBE melalui Aplikasi Tangerang LIVE, 

telah efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang? 

b. Bagaimana Implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE 

sudah berdasarkan regulasi UU yang tersedia Dan Tantangan saat 

melaksanakan implementasi kebijakan SPBE ini dan solusinya? 

c. Bagaimana Aspek Efektifitas implementasi kebijakan pencapaian tujuan, aspek  

     pengukuran dan evaluasinya?  

3. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan SPBE melalui 

Aplikasi Tangerang LIVE, telah efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik di Kota Tangerang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan SPBE melalui 

aplikasi Tangerang LIVE sudah berdasarkan regulasi UU yang tersedia Dan 

Tantangan saat melaksanakan implementasi kebijakan SPBE ini dan solusinya? 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis Aspek Efektifitas implementasi kebijakan 

pencapaian tujuan, aspek pengukuran dan evaluasinya? 

4. Kajian literatur.  

a. Impleentasi Kebijakan: 

1).  Menurut Mazmanian dan Sabatier (1989: 61) memaparkan bahwa,     

      implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk 

perintah perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan Badan Penelitian. 

2).  Menurut Udoji (1981), Implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat 

penting, bahkan kadang dianggap lebih krusial daripada perumusan 

kebijakan itu sendiri. Tanpa pelaksanaan, kebijakan hanyalah sekadar 

rencana atau gagasan baik yang tersimpan rapi di arsip tanpa memberikan 

dampak nyata. 

3). Menurut Jones (1984;95) Implementasi kebijakan yakni kecakapan guna 

membangun hubungan lanjutan dalam rangkaian sebab-akibat yang 

mengaitkan tindakan dengan pencapaian tujuan. 

4). Menurut Abdullah (1987;10) bahwa, “Suatu rangkaian tindak lanjut, setelah 

sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional 

yang ditempuh guna mewujudkan suatu program ataupun kebijaksanaan 

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan 

semula”. 

b. Legalitas 

Legalitas adalah aspek pertama yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi 
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yuridis suatu kebijakan publik. Legalitas mengacu pada sejauh mana suatu 

kebijakan atau regulasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup: 

1) Pencapaian Tujuan: Kebijakan harus mampu memperoleh target yang sudah 

dipilih pada saat kebijakan tersebut dirumuskan. Misalnya, dalam kasus SPBE, 

tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik 

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efektivitas kebijakan dapat diukur 

dari seberapa jauh aplikasi Tangerang LIVE mampu memberikan pelayanan 

yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akurat kepada masyarakat. 

2) Pengukuran dan Evaluasi: Efektivitas juga memerlukan adanya mekanisme 

untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kebijakan secara periodik. Evaluasi 

ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai dengan 

rencana dan apakah perlu dilakukan penyesuaian untuk mengatasi hambatan 

yang mungkin muncul. 

3) Dampak Nyata: Efektivitas sebaiknya diukur berdasarkan pengaruh nyata 

yang dialami oleh Masyarakat. Kebijakan yang efektif bukan hanya kebijakan 

yang dilaksanakan dengan baik, tetapi juga yang memberikan manfaat yang 

signifikan bagi target sasaran, dalam hal ini, peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

c. Efektivitas 

Efektivitas adalah aspek terakhir yang sangat krusial dalam evaluasi yuridis. 

Ini berfokus pada seberapa baik kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Aspek ini mencakup: 

4) Pencapaian Tujuan: Kebijakan harus mampu memperoleh target yang sudah 

dipilih pada saat kebijakan tersebut dirumuskan. Misalnya, dalam kasus SPBE, 

tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik 

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efektivitas kebijakan dapat diukur 

dari seberapa jauh aplikasi Tangerang LIVE mampu memberikan pelayanan 

yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akurat kepada masyarakat. 

5) Pengukuran dan Evaluasi: Efektivitas juga memerlukan adanya mekanisme 

untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kebijakan secara periodik. Evaluasi 

ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai dengan 

rencana dan apakah perlu dilakukan penyesuaian untuk mengatasi hambatan 

yang mungkin muncul. 

6) Dampak Nyata: Efektivitas sebaiknya diukur berdasarkan pengaruh nyata 

yang dialami oleh Masyarakat. Kebijakan yang efektif bukan hanya kebijakan 

yang dilaksanakan dengan baik, tetapi juga yang memberikan manfaat yang 

signifikan bagi target sasaran, dalam hal ini, peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

 

B. Metode 

Studi ini memanfaatkan strategi kualitatif dengan melakukan wawancara 

terhadap informan sebagai pengambilan data primer yang didukung dengan 

studi literatur dan juga dasar hukum sebagai data sekunder yang kemudian 
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dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang relevan.  

Dengan menggunakan tipe penelitian empiris, penelitian ini akan 

mengumpulkan data empiris tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik melalui aplikasi Tangerang LIVE dan dampak implementasinya 

terhadap kualitas pelayanan publik Kota Tangerang. Informasi yang 

dimanfaatkan pada studi ini yakni dari berbagai regulasi, data penggunaan 

aplikasi, wawancara dengan pejabat pemerintah dan orang -orang yang 

menggunakan aplikasi Tangerang LIVE, dan hasil survei kepuasan pengguna.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah perbandingan, juga dikenal 

sebagai pendekatan perbandingan. Metode ini bisa menolong peningkatan 

pengetahuan terkait langkah kota dan kabupaten lain menerapkan kebijakan 

serupa dengan memanfaatkan SPBE untuk meningkatkan pelayanan publik di 

wilayah masing-masing. 

 

C. Hasil dan Pembahasan. 

1.  Implementasi Kebijakan SPBE melalui Aplikasi Tangerang LIVE, telah efektif 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang  

        Implementasi SPBE di Kota Tangerang merupakan satu dari langkah 

strategis dalam program memaksimalkan mutu layanan umum dan efisiensi 

birokrasi melewati penerapan teknologi informasi. Sejalan dengan visi Kota 

Tangerang untuk menjadi smart city, penerapan SPBE telah dimulai dengan 

berbagai inovasi digital yang bertujuan untuk mendukung transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

      Dalam pelaksanaannya, SPBE di Kota Tangerang tidak hanya fokus pada 

penyediaan layanan berbasis teknologi, tetapi uga mencakup penguatan kapasitas 

pegawai aparatur pemerintahan. Para pegawai pemerintah diberikan pelatihan dan 

pendidikan terkait penggunaan teknologi informasi serta pengelolaan layanan 

berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aparatur siap dalam 

menjalankan sistem dan Menyediakan layanan optimal bagi masyarakat. 

Penerapan SPBE di Kota Tangerang membawa banyak manfaat dalam 

peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, seiring dengan 

penerapan teknologi digital dalam pemerintahan, Kota Tangerang juga 

menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan utama 

dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Tangerang: 

a. Literasi Digital MasyarakatInteroperabilitas Antar-Sistem Pemerintahan. 

b. Keamanan dan Privasi Data 

c. Kesiapan Sumber Daya Manusia  

d. Pendanaan dan Pemeliharaan Sistem 

e. Penilaian dan Evaluasi Kinerja. 

   Dari perspektif manajemen pelayanan publik, isu pelindungan data pribadi 

bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi peningkatan 

kualitas layanan yang berbasis prinsip good governance, khususnya akuntabilitas, 

partisipasi public, dan transparansi (Dwiyanto, 2018). 
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     Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan data akan 

berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital 

publik, dan secara jangka panjang berpotensi menghambat proses transformasi 

digital di sektor pelayanan publik (Sahbani & Astuti, 2020). 

        Dari hal hal yang telah diungkapkan diatas, bahwa Pemerintah Kota 

Tangerang telah mempersiapkan implementasi Aplikasi Tangerang LIVE ini 

sehingga cukup memenuhi prinsip-prinsip hukum seperti : 

a. keadilan, berarti memberikan hak yang setara kepada semua pihak tanpa 

diskriminasi. Dalam konteks SPBE, keadilan mencakup akses yang merata 

terhadap layanan publik yang disediakan oleh aplikasi Tangerang LIVE. 

memastikan bahwa semua warga termasuk yang memiliki keterbatasan akses 

digital, mendapatkan layanan yang setara. Fitur aplikasi dirancang dengan 

mempertimbangkan inklusivitas, diantaranya, menyediakan opsi layanan bagi 

penyandang disabilitas atau kelompok yang kurang melek teknologi. 

b. kepastian hukum, mengacu pada adanya aturan yang jelas, konsisten, dan 

dapat dipahami yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE. Regulasi terkait SPBE, 

seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, menjadi dasar 

hukum untuk mendukung keberadaan Super Apps Tangerang LIVE. Dalam 

pelaksanaannya, aplikasi mematuhi standar hukum terkait perlindungan data 

pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) untuk menjaga keamanan dan privasi 

pengguna. Prosedur dalam aplikasi, seperti pengajuan izin atau pelayanan 

publik lainnya, transparan dan sejalan dengan regulasi UU yang ada. 

c. Kepatutan merujuk pada kesesuaian antara kebijakan, tindakan, dan 

kebutuhan masyarakat. Kebijakan dilaksanakan dengan memperhatikan 

norma-norma sosial, budaya, dan kebutuhan spesifik daerah. Super Apps 

Tangerang LIVE menyediakan layanan yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat Kota Tangerang, seperti kemudahan dalam mengurus dokumen 

kependudukan, pengaduan masyarakat, atau akses informasi publik. 

Pengembangan fitur baru didasarkan pada survei atau evaluasi kebutuhan 

pengguna. Kepatutan juga mencakup sikap responsif pemerintah Kota 

Tangerang terhadap keluhan atau masukan masyarakat terkait aplikasi ini. 

              Merujuk pada temuan kajian yang dilaksanakan dengan memanfaatkan 

metode kualitatif hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan secara 

keseluruhan dapat disampaikan legitimasi implementasi kebijakan SPBE melalui 

aplikasi Tangerang LIVE dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kota 

Tangerang yang menyangkut beberapa aspek diantaranya adalah aspek 

penerimaan publik, aspek transparansi dan partisipasi serta aspek keadilan akses 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Profesor Ermaya Suradinata, : 

a. Dari sisi penerimaan publik, tidak terdapat masyarakat Kota Tangerang yang 

resisten terhadap aplikasi Tangerang LIVE dan mayoritas menerima aplikasi 

tersebut sebagai Implementasi SPBE dalam peningkatan publik di Pemerintah 

Kota Tangerang;  

b. Dari sisi transparansi, terdapat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan 



 

101 
 

aplikasi Tangerang LIVE, karena Masyarakat diberikan kesempatan untuk 

memberikan masukan terhadap perkembangan dan kemajuan aplikasi tersebut;  

c. Dari sisi keadilan, aplikasi Tangerang LIVE memberikan kemudahan akses 

terhadap Seluruh lapisan Masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat 

yang satu dengan yang lainnya. 

2. Implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE sudah berdasarkan 

regulasi UU yang tersedia Dan Tantangan saat melaksanakan implementasi 

kebijakan SPBE ini dan solusinya. 

a. Implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE sudah 

berdasarkan regulasi UU. 

            Dasar hukum implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi Tangerang 

LIVE untuk peningkatan kualitas layanan publik di Kota Tangerang konsisten 

dengan teori yang dikemukakan oleh Profesor Ermaya Suradinata, dimana 

Implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang telah sesuai dengan 

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik”, yang menjadi landasan utama bagi implementasi SPBE di 

Indonesia, selain itu Pemerintah Kota Tangerang telah cukup lengkap 

menerbitkan peraturan perundang-undangan daerah sebagai tindak lanjut atas 

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik”, diantaranya adalah :  

1). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang “Pedoman   

      Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Kota Tangerang”; 

2). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 25 Tahun 2024 tentang “Sistem  

     Pemerintahan Berbasis Elektronik”; 

3). Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.447 – Diskominfo/2021 

tentang  

      “Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”; 

4). Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.382 – Diskominfo/2022 

tentang “Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Kota Tangerang;” 

5). Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.271 – Diskominfo/2023 

tentang   

      “Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”; 

6). Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.965 – Diskominfo/2023 

tentang “Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah 

Kota Tangerang”. 

7). Keputusan Walikota Tangerang Nomor 323 Tahun 2024 tentang “Tim 

Koordinasi  

     SPBE Pemerintah Kota Tangerang”; 

           Di sisi lain, pemanfaatan Aplikasi Tangerang LIVE dalam implementasi 

SPBE di Kota Tangerang menimbulkan persoalan hukum yang krusial, 

khususnya terkait dengan pengumpulan dan Pengolahan data personal secara 
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intensif. Data personal warga negara, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28G 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi. Hal ini memperoleh 

penguatan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang “Pelindungan Data Pribadi”, yang menempatkan data pribadi dalam 

posisi strategis sebagai objek perlindungan hukum yang melekat pada subjek 

data (data subject). 

           Dalam kerangka UU PDP, Pemerintah Kota Tangerang, sebagai pengendali 

data pribadi (data controller), berkewajiban untuk menjamin setiap proses 

pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data dilakukan 

berdasarkan prinsip keabsahan, keterbukaan, proporsionalitas, dan 

akuntabilitas (Pasal 20–29 UU PDP). Lebih lanjut, UU PDP menetapkan 8 

(delapan) prinsip pelindungan data pribadi yang menjadi standar dalam setiap 

praktik pengolahan data, yakni kejelasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, 

pembatasan penyimpanan, integritas dan kerahasiaan, transparansi, 

akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak subjek data (Simarmata, 2023). 

b. Tantangan saat melaksanakan implementasi kebijakan SPBE ini dan solusinya. 

        Tantangan hukum muncul apabila proses pengolahan data pribadi tidak 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, yang dapat mengakibatkan 

pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data, hingga kebocoran data akibat 

lemahnya sistem keamanan siber. Risiko-risiko ini semakin nyata seiring 

meningkatnya serangan siber terhadap sistem pemerintahan yang tidak 

mempunyai tinkat keamanan informasi yang layak (Setiadi, 2022). Dengan 

demikian, tata kelola data dalam platform pelayanan publik digital harus 

dibangun dengan mengedepankan prinsip "security by design" dan "privacy by 

default", sebagaimana direkomendasikan dalam literatur keamanan informasi 

dan tata kelola digital (Susanto & Almunawar, 2021). 

3. Aspek Efektifitas implementasi kebijakan pencapaian tujuan, aspek pengukuran 

dan evaluasi  

a. Aspek Efektifitas implementasi kebijakan SPBE melalui Super Apps Tangerang 

LIVE dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang dari sisi 

pencapaian tujuan : Mengacu pada temuan wawancara dengan peserta ditemukan 

informasi yakni, efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi 

Tangerang LIVE dapat ditingkatkan. Pengukuran efektivitas kebijakan 

implementasi aplikasi Tangerang LIVE khususnya kecepatan dalam pelayanan 

masyarakat sudah dilakukan pengukuran oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika melalui Hasil Survey IKM Pengguna Aplikasi Tangerang LIVE. 

b. Aspek Efektifitas implementasi kebijakan SPBE berbantuan software Tangerang 

LIVE dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kota Tangerang dari sisi 

pengukuran dan evaluasi, dari hasil wawancara dengan informan juga 

didapatkan informasi bahwa efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui 

pemanfaatan aplikasi Tangerang LIVE dapat ditingkatkan. Pengukuran 

efektivitas kebijakan implementasi aplikasi Tangerang LIVE khususnya untuk 
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aspek pengukuran dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 

2023 dimana skor IKM secara keseluruhan unsur sebesar 80,87 dengan kategori 

Baik. 

                Untuk melihat sejauh mana pemanfaatan eknologi informasi dalam 

penerapan SPBE di Kota Tangerang yang menjadi kewenangan Dinas 

Komunikasi dan Informatika dalam mendirikan, memelihara dan 

memaksiamlkan teknologi untuk optimalisasi layanan masyarakatnya maka 

kita dapat melihat perkemabangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota 

Tangerang. 

c. Aspek Efektifitas implementasi kebijakan SPBE berbantuan software Tangerang 

LIVE dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang dari sisi 

dampak nyata, hasil wawancara dengan informan juga didapatkan informasi 

bahwa efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi 

Tangerang LIVE dapat ditingkatkan. Pengukuran efektivitas kebijakan 

implementasi aplikasi Tangerang LIVE khususnya untuk aspek dampak nyata, 

melalui aplikasi Tangerang LIVE Masyarakat Kota Tangerang dapat terlihat 

melalui kemudahan melakukan pembayaran PBB melalui aplikasi Tangerang 

LIVE, penyewaan sarana olahraga dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut, 

kemudahan dan kecepatan dalam pengaduan dan proses tindak lanjut seperti 

jalan rusak, lampu jalan, timbunan sampah dan lain-lain dapat dilakukan 

melalui aplikasi tersebut dengan fitur LAKSA. 

 

D. Kesimpulan 

Mengacu pada temuan studi terkait “Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Aplikasi 

Tangerang LIVE dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang”, 

didapat Kesimpulan yakni:  

1. Implementasi Kebijakan SPBE: Legalitas dan Regulasi  

   SPBE melalui aplikasi Tangerang LIVE telah didukung dengan landasan 

hukum yang kuat, seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. 

Namun, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan 

inforrmasi individu terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang 

berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan 

aplikasi ini.  

2. Efektivitas Implementasi SPBE: Aplikasi Tangerang LIVE sudah 

menghadirkan efek baik pada peningkatan optimalisasi pelayanan publik, 

seperti skses informasi yang mudah dan kecepatan proses administrasi. 

Namun, kendala teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan dan 

kompetensi teknis ASN, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja, 

masih menjadi tantangan besar.  

3. Legitimasi dan Partisipasi Publik : Legitimasi kebijakan ini didukung oleh 

tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan layanan aplikasi. 
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Namun, adanya kesenjangan literasi digital dan akses teknologi di beberapa 

wilayah menghambat terciptanya inklusivitas dalam layanan publik. 

Penerapan SPBE melalui Tangerang LIVE membutuhkan integrasi ya ng lebih 

baik antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Kurangnya koordinasi dan 

harmonisasi antar-lembaga Kerap menjadi hambatan dalam 

penyelenggaraan layanan publik yang terpadu dan tanggap.  
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